
BUPATI BOGOR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR 
· NOMOR 9 TAHN 2000 

TENTANG: 

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOGOR, 

Menimbang a. bahwa desa sebagai sualu kesaluan masyarakat 
hukum yang mempunyai organisasi pemerinlahan 
memiliki kewenangan mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakatnya sendri, dalam rangka 
menunijang pelaksanaan tugasnya pelu program 
lerencana yang dluangkan dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa; 

b. bahwa untuk meningkatkan pembinaan 
penyelenggaraan Pemerinlahan Desa secara 

berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan 
perkembangan pemerinlahan dan pembangunan 
nasional, maka perlu mengalur pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa dalam peraluran daerah. 

M enging a t : 1 . . . . . . .  
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1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tenlang 
Pemerinlahan Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Jawa Barat (Berila Negara Tahun 1950 
Nom or 8); 

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3839); 

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang 
· Perimbangan Keuangan Anlara Pemerinlah Pusat 

dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nom or 
72, Tambahan L embaran Negara Nom or 3848); 

4. Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomar 1 Tahun 
19&2, tenlang Sumber Pendapalan dan Kekayaan 
Desa, Pengurusan dan Pengawasannya; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 
19€2, tentang Pelaksanaan Adminislrasi Keuangan 
Desa; 

6. Kepulusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 
Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan dan 
Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa dan Kelurahan; 

7. Kepulusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
1999, tenlang Pedoman Umum Pengaluran 
mengenai Desa. 

Dengan . 
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Dengan pers elujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOGOR 

MEMUTUSKAN : 

Menelapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR 

TENTANG PENUSUNAN ANGGARAN 

PENDAPATAN OAN BELANJA DESA 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam peraluran daerah ini yang dmaksud dengan : 

1 .  Pemerinlah Pusat yang selanjuinya dsebul 
Pemerinlah, adalah Perangkat Negara Kesaluan 
Republik Indonesia yang terdri dari presiden 
beserta para menteri. 

2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi 
Jawa Barat. 

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 

4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah 
Kabupaten Bogar. 

5.Bupali ...... 
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5. Bupali adalah Bupati Bogor. 

6. Carnal adalah kepala kecamatan sebagai 
Perangkal Daerah Kabupaten Bogor. 

7. Desa alau yang dsebut dengan nama lain adalah 
kesaluan masyarakat hukum yang memilki 
kewenangan untuk mengalur dan mengurus 
kepenlingan masyarakal setempat yang dakui 
dalam sistem pemerinlahan nasional dan berada d 
daerah kabupalen. 

8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan 
yang dlaksanakan leh Pemerintah Desa dan 
Badan Perwakilan Desa. 

9. Pemerinlah Desa adalah kepala desa atau yang 
dsebut dengan nama lain dan perangkat desa. 

10. Badan Perwakilan Desa alau yang dsebut dengan 
nama lain yang selanjulnya disebut BPD adalah 
badan perwakilan yang terdri alas pemuka-pemuka 
masyarakal yang ada d desa yang berfungsi 
mengay omi adat istiadat, membuat peraluran desa, 
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakal, 
sela melakukan pengawasan terhadap 
peny elenggaraan P em erinlahan Desa. 

1 1 .  Peraluran Desa adalah semua peraluran yang 
dtetapkan leh kepala desa setelah mendapat 
persetujuan Badan P erwakilan Desa. 

12. Anggaran . 
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12. Anggaran Pendapalan dan Belanja Desa yang 
selanjulnya dapal disebut APB-Desa, adalah 
rencana anggaran tahunan program umum 
pemerinlahan dan pembangunan desa yang 
djabarkan dan dterjemahkan dalam angka-angka 
rupiah, yang terdri alas bagian pendapatan dan 
bagian pengeluaran. 

13. Tahun anggaran desa adalah sama dengan tahun 

anggaran negara, yang dbuat untuk kurun waktu 

12 (da belas) bulan, keauali jka dtenlukan lain 

berdasarkan peraluran yang belaku. 

14. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan 
cumber penghasian bagi desa yang besangkutan. 

15. Bendaharawan Desa yang celanijulnya dsebut 

bendaharawan adalah seseorang yang dlugaskan 
untuk menerima, menyimpan, membayar alau 
menyerahkan uang, surat-surat berharga dan 
barang-barang milk desa serla 
mempetanggungjawabkannya. 

16. Tunlulan perbendaharaan adalah sualu lata cara 
perhitungan terhadap bendaharawan, jka dalam 
pengurusannya terdapat kekurangan 
pebendaharaan dan terhadap bendaharawan yang 
bersangkulan dharuskan m engganfi kerugian. 

17. Tuntutan ...... 
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17. Tunlutan ganli rugi adalah suatu proses tunlulan 
terhadap pegawai dalam kedudkannya bukan 
sebagai bendaharawan, dengan tujuan menunlut 
penggantian kerugian dsebabkan oleh 
pebuatannya melanggar hukum dan atau 
melalaikan kewajjbannya atau tidak melaksanakan 
kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga 
baik secara langsung maupun tidak langsung 
menimbulkan kerugian bagi desa. 

18. Pendapatan adalah balas terendah dalam 
anggaran pendapalan dan belanja desa. 

19. Pengeluaran adalah balas tertinggi dalam anggaran 
pendapatan dan belanja desa. 

BAB II 

PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DESA 

Bagan Pertama 

Tata Cara Penyusunan APB-Desa 

Pasal 2 

Seliap menijelang tahun anggaran baru bupali 
memberikan pedoman penyusunan APB-Desa 

kepada Pemerinlah Desa dan BPD. 

Pasal3. . . . . .  



. 
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Pasal 3 

(1) APB-Desa sebagaimana dmaksud dalam Pasal 2, 
dtetapkan seliap lahun deh kepala desa dengan 
peraluran desa, selambal-lambalnya salu bulan 
setelah dtelapkan APOD Kabupaten. 

(2) Peraluran desa tentang APB-Desa dlelapkan 
selelah mendapal perselujuan BPD. 

(3 Peraluran desa sebagaimana dmaksud dalam ayat 
(2), selambal-lambalnya 14 (empal belas) hari telah 
dsampaikan kepada bupali dengan tembusan 
kepada camal. 

Pasal 4 

(1) Pengeluaran lidak dapal dbebankan pada APB­ 
Desa jka unluk pengeluaran tersebut tidak tersedia 
dan atau tidak c:ukup dananya dalam APB-Oesa. 

(2 Kepala desa dlarang melakukan alau menijanjkan 
pengeluaran alas beban anggaran desa kecuali 
yang telah dlelapkan dalam APB-Desa. 

(3) Pelaksanaan pengeluaran dlakukan berdasarkan 
pada prinsip hemat, terarah dan terkendali secuai 
dengan rencana program/kegiatan serta fungsi 
APB-Desa. 

Bagian Keda ....... 



Bagian Kedua 

Susunan dan Bentuk APB-Desa 

Pasal 5 

(1) APB-Desa terdri alas bagian pendapatan dan 

bagian belanja. 

(2) Bagian belanja terdiri alas belanja rufin dan belanja 
pembangunan. 

Pasal 6 

(1) Bagian pendapalan terdiri atlas 6 (enam) pos 
sebagai berikut : 

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu; 

b. pendapalan asli desa; 

c. bantuan dari Pemerintah Kabupaten; 

d. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah 
Propinsi; 

e. sumbangan dari pihak keliga; 

f. pinjaman desa. 

(2) Seliap pos terdri dari ayat-ayat. 

Pasal7 .. . . . .  



- 10­ 

Bagian Ketiga 

Tata Us aha Keuangan Desa 

Pasal 8 

(1) Pada sekrelariat desa seliap tahun anggaran 
dpergunakan buku administrasi keuangan desa 

sesuai peraturan perundang-undangan yang 
belaku, yang dkella deh bendaharawan desa. 

Q2) Seliap pendapalan den pengeluaran keuangan 
desa harus dcalat d dalam buku administrasi 
keuangan desa dan seliap pengekuaran keuangan 
desa harus mendapatkan peselujuan dari kepala 
desa, sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapal 
dpertanggungiawabkan. 

Bagian Keempat 

Mekanisme dan Persyaratan 
Pengangk atan Bendaharawan De sa 

Pasal 9 

(1) Bendaharawan desa dangkat dan dberhentikan 
deh kepala desa celelah mendapat peselujuan 
dariBPD. 

(2) Dalam . 
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(2  Dalam keadaan mendesak kepala desa dapat 
memberhenlikan dan mengangkal bendaharawan 
lanpa menunggu perselujuan BPD, dengan 
kewajban melapokan kepada BPD selambat­ 
lambatnya7 (tujuh] hari setelah pengangkalan alau 
pembehenlian tersebut. 

(3) 8PD dapat menolak alau menyelujui keputusan 
tenlang pengangkalan alau pemberhentian 
tersebut. 

(4) Dalam hal kepulusan tersebut dllak deh BPD, 
maka kepala desa mengajukan calon lain, 
selambat-lambalnya 15 (ima belas) hari. 

t) Syarat-syarat untuk menijad bendaharawan 
sebagaimana dmaksud dalam ayat (1) adalah 
sebagai berikut : 

a. memiliki mental yang baik, berdedkasi dan 
loyalilas yang tinggi; 

b. memiliki pengelahuan 
pengadminislrasian keuangan. 

tenlang 

(6) Bendaharawan desa melakukan tugas menerima, 
menyimpan, mencalat, membayar alau 
menyerahkan uang, surat-curat berharga dan 
barang-barang milk desa alas perinlah kepala desa 
dan b erlanggung jawab kepada kepala desa. 

8agian . 
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Bagan Kelima 

Pembehasan APB-Desa 

Pasal 10 

(1) Pembahasan rancangan APB-Desa dlaksanakan 
deh kepala desa dan Badan Perwakilan Desa. 

(2 Tiga hari sebelum pelaksanaan rapat BPD, kepala 
desa harus sudah menyampakan rancangan AP8- 
Desa kepada 8PD. 

Bagian Keenam 

Perubahan APB-Desa 

Pasal 1 1  

(1) Apabila dalam tahun anggaran yang bersangkutan 
terjadi perubahan pendapatan maupun belanja, 
maka kepala desa dharuskan membual perubahan 
APB-Desa. 

(2) Perubahan APB-Desa dilakukan hanya 1 (satu) kali 
dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dlaksanakan 
pada akhir triwulan ketiga anggaran berjalan yang 
dilelapkan dengan peraluran desa. 

(3) Perubahan anggaran desa dtelapkan dengan 
peraluran desa oleh kepala desa selelah mendapal 
perselujuan BPD. 

(4) Penelapan ... . . 
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(4) Penetapan peraluran desa cebagaimana dmaksud 
dalam ayat (2) dlakukan segera setelah perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten dtelapkan. 

5) Peraluran desa sebagaimana dmaksud dalam ayat 
(3), selambal-lambalnya 14 (empat belas) hari 
setelah delapkan, harus disampakan kepada 
bupali dengan tembusan kepada camat. 

6) Bentuk perubahan APB-Desa beserta rinciannya 
datur lebih lanjut dengan keputusan bupati. 

Bagian Ketujuh 

Mekanisme dan Bentuk Pertaiggungiawaban 

Pasal 12 

(1) Selambal-lambalnya 3 (liga) bulan cetelah 
berakhimnya tahun anggaran, kepala desa wajb 
mempetanggungiawabkan APB-Desa dengan 
membuat perhitungan APB-Desa unluk 

dsampaikan kepada BPD. 

Q2) Apabila pertanggungjawaban cebagaimana 
dmaksud dalam ayat (1) dllak deh BFD, maka 
kepala desa wajb menyempurnakannya selambat­ 
lambatnya 30 (tiga puluh ) hari sejak penolakan. 

(3) Pehitungan... . . . .  
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(3) Perhitungan APB-Desa sebagaimana dmaksud 
dalam ayat (1) dtetapkan dengan peraluran desa. 

(4) Peraluran desa sebagaimana dmaksud dalam ayal 
(2) selambat-Hambalnya 14 (empat belas) hari 

setelah dtelapkan, harus disampaikan kepada 
bupati dengan tembusan kepada camat. 

5) Bentuk perhilungan APB-Desa beserla rinciannya 
datur lebih lanjut dengan kepulusan bupati. 

Bagian Kedelapan 

Pengawasan APB-Desa 

Pasal 13 

Pengawasan alas pelaksanaan pengellaan APB­ 

Desa dlakukan l eh BPD, aparal pengawas fungsional 
dan alau perangkat daerah berdasarkan peraluran 
peun dang-undangan yang belaku. 

Bagian ... . : .. 
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Bagan Kesembilan 

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi 

Pasal 14 

(1) Bendaharawan bertanggungjawab alas seliap 
kekurangan pebendaharaan yang terjad dalam 
pengurusannya, keouali apabila ia dapat 
membukdikan bahwa ia bebas dari kesalahan atau 
kelalaian atas kekurangan pebendaharaan 
tersebut. 

(2) Tuntutan perbendaharaan dlakukan alas dasar 
perhitungan yang dberikan leh bendaharawan 
yang bersangkutan kepada kepala desa. 

(3) Apabila bendaharawan lalai membuat perhitungan, 
kepala desa memberikan teguran kepada 
bendaharawan. 

(4) Setelah dberikan teguran tertutis 3 (tiga) kali 
berturut-turut dan bendaharawan masih belum 
menyampaikan perhitungan maka kepala desa 
dapal menunjuk seorang pegawai untuk memnbuat 
perhitungan. 

Pasal 15 

(1) Semua perangkal desa dan pegawai desa lainnya 
yang bukan bendaharawan bila merugikan desa 
dk enakan tuntutan ganli rugi. 

2 Tuntutan .. .... 
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(2 Tunlutan ganti rugi harus didasarkan alas 
kenyalaan yang sebenamya dan tidak dapal 
dilakukan alas dasar sangkaan alau dugaan. 

Pasal 16 

Bendaharawan, perangkat desa dan pegawai desa 
lainnya yang keberatan terhadap penelapan kepala 
desa tentang tuntutan pebendaharaan alau tunlulan 
ganli rugi, dapat mengajukan keberatan kepada bupati 
setelah telebih dahulu m engajukannya kepada BPD. 

Pasal 17 

Proses dan tatacara tuntutan pebendaharaan dan 
tuntulan ganti rugi diatur lebih lanjut dengan keputusan 
bupati. 

BAB Ill 

KETENTUAN PENUTlP 

Pasal 18 

Dengan belakunya perakuran daerah ini, maka semua 
ketentuan yang mengatur APB-Desa dan ketentuan­ 
ketentuan lain yang bertenlangan dengan peraturan 
daerah ini dnyatakan tidak berlaku. 

Pasal 19. . . . . .  
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Pasal 19 

Hal-hal lain yang bekum cukup iatur dalam peraluran 
daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya 
dlelapkan lebih lanjut oleh bupali. 

Pasal 20 

Peraturan Oaerah ini mulai berlaku pada langgal 
dundangkan. 

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan peraluran daerah ini dengan 
penempatannya dalam lembaran daerah. 

Ditetapkan di Cibinong. 
pada tanggal 27 Mei 2000. 

BUPAT BOGOR, 

ttd 

AGUS UT ARA EFFENDI. 



• 
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Diundangkan d Cibinong. 
pada tanggal 27 Mei 2000. 

SEKRE TARIS DAERAH 
KABUPATEN BOGOR, 

ttd 

DUDDY SUJUDI. 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR 
TAHUN 2000 NOMOR 19 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Ors. H. Y 
P E M B !  'A 

NIP. 010. 081. 222. 


